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Penelitian ini dilakukan di Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan 
Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan di Provinsi Riau Pada Pt Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang 
dan kendala dalam Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt 
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang. Penelitian ini menggunakan Teknik 
Analisa Deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara menjelaskan 
dalam bentuk kalimat logis, melalui  angket, wawancara dan dokumentasi. 
Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 59 responden. 
Adapun variabel penelitian ini di ambil dari peraturan daerah provinsi riau 
nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang 
indikatornya meliputi bidang kerja pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan, 
pelestarian lingkungan hidup dan usaha ekonomi masyarakat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa berdasarkan indikator bidang kerja pendidikan adalah 
sudah baik karena bantuan dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, indikator 
bidang kerja kesehatan adalah kurang baik karena bantuan hanya menjangkau 
daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh puskesmas, indikator bidang kerja 
sosial dan keagamaan adalah sudah baik karena masyarakat telah merasakan 
kenyamanan, keamanan dalam menjalankan aktivitas kehidupan beragama dan 
bermasyarakat, indikator bidang kerja pelestarian lingkungan hidup adalah tidak 
baik karena masyarakat tidak mengetahui dan merasakan pelestarian lingkungan 
yang dibuat oleh perusahaaan, dan indikator bidang kerja usaha ekonomi 
masyarakat yaitu baik karena masyarakat mengetahui adanya program koperasi 
yang dibuat oleh perusahaan, sehingga dapat memberdayakan ekonomi 
masyarakat. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa Mayoritas responden 
yang dominan menyatakan Setuju berjumlah 66 orang (39,28%) atau Baik berada 
pada Bidang Kerja Sosial Dan Keagamaan. 
 
Kata Kunci:  Implementasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PERDA 
Nomor 6 Tahun 2012. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu landasan konstitusi negara 
kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya mencantumkan dasar-dasar tata 
kelola dan kehidupan bernegara, mulai dari bentuk negara sampai kepada 
kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-
undang Dasar 1945, yang berbunyi: 
“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan.” 
 
Dengan jelas bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, baik 
sejahtera fisik ataupun lahir, serta kebutuhan rohani, agama, pendidikan, atau 
psikologi mereka. Serta hak mendapatkan suatu lingkungan hidup yang baik, 
sehat, nyaman dan layak. 
Hal ini juga mendukung salah satu prinsip Good Governance yaitu 
Responsif. Artinya, pemerintah harus peka dan tanggap terhadap persoalan-
persoalan yang ada di masyarakat. Pemerintah harus proaktif dalam mengatasi 
kebutuhan masyarakat, baik dalam hal lingkungan hidup masyarakat, pelayanan 
dan lain sebagainya, sehingga diharapkan pemerintah merumuskan suatu 
kebijakan dalam hal pembangunan sosial serta memberikan perlakuan yang 
humanis dan tanpa pandang bulu. Pemerintah juga dapat menciptakan suatu 









Pada konsep kesejahteraan, kesejahteraan diartikan dalam empat hal, 
yakni: pertama, sebagai kondisi sejahtera. Pengertian ini biasanya menunjuk pada 
istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan 
non-material. Kedua, sebagai pelayanan sosial yang mencakup lima bentuk, yakni 
jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial 
personal. Ketiga, sebagai tunjangan sosial khususnya diberikan kepada orang 
miskin. Keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh 
perorangan, lembaga sosial, masyarakat maupun badan pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan 
tunjangan sosial (Edi Suharto, 2012). 
Suatu perusahaan atau usaha yang dimiliki maka secara tidak langsung 
pemilik perusahaan tersebut harus mempunyai tanggung jawab terhadap 
lingkungan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berbunyi; 
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan. 
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 







(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Adapun ketentuan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 
Terbatas, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: 
“setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan.” 
 
Adapun pengertian atau definisi dari pertanggungjawaban sosial 
perusahaan ini yaitu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi 
dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 
tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara 
perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Hendrik Budi Untung, 
2008:1). 
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan ini adalah bagaimana 
suatu perusahaan bisa menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya serta 
apa yang telah dilakukannya. Pengalaman menunjukkan bahwa telah banyak 
dunia usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan, 
meskipun dengan pola yang berbeda-beda. Kegiatan tersebut sering dilakukan 
dengan cara-cara tradisional dan konvensional yang menjadi permasalahan adalah 







profesional dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan suatu kemitraan yang 
saling menguntungkan. 
Agar kebijakan perusahaan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan dan 
selaras dengan pembangunan masyarakat, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak 
terutama pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kebijakan 
tersebut, yaitu comunity dalam fungsinya sebagai sosial kontrol dan pemerintah 
sebagai regulator. Peran pemerintah dalam hal ini meliputi regulasi yang dapat 
membingkai pelaksanaannya program ini berupa aturan-aturan yang mendukung 
terlaksananya program tersebut, insentif serta perangkat yang dapat menunjang 
pelaksanaan CSR yang dapat mengarahkannya pada pemberdayaan dan 
kemandirian. 
Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bahwa 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan 
hidup di wilayah Provinsi Riau merupakan bagian integral Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Adapun tujuan dari Peraturan Daerah tersebut 
adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang 
bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada 
masyarakat umum secara efektif dan efisien. Pada pasal 11 dikatakan bidang kerja 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara lain: pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian 







serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan 
kualitas masyarakat. Di dalam perda Provinsi Riau ini yang menjadi sasaran 
pemerintah yaitu semua perusahaan baik itu perusahaan swasta asing maupun 
BUMN dan BUMD serta perusahaan UMKM dan cabang perusahaan. 
Penerapan kepedulian atau tanggung jawab sosial perusahaan haruslah 
tepat guna bagi masyarakat dan terealisasikan dengan baik, sehingga tidak ada 
pihak-pihak yang dirugikan, serta secara positif diharapkan dapat meningkatkan 
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan. Di sinilah 
peran perusahaan juga dituntut, bagaimana mengaplikasikan kepeduliannya 
kepada masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. 
Oleh karena itu penulis ingin melihat kontribusi perusahaan dalam 
implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dan apa saja yang menjadi 
kendala dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. 
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang merupakan sebuah perusahaan 
yang bergerak dalam bidang produksi bubur kertas yang kemudian diolah menjadi 
kertas. Perusahaan dituntut untuk selalu memberikan hasil produksi bubur dan 
kertas yang berkualitas agar dapat dipergunakan oleh masyarakat. 
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang merupakan perusahaan yang 
telah melakukan program CSR, program yang dilakukan oleh perusahaan ini yaitu 
di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, social religius, infrastruktur dan bina 








Tabel 1.1 Jenis dan Bentuk Program CSR Pt. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 
Perawang 
No. Jenis Program Bentuk Program 
1.   Ekonomi  - Pelatihan sistem pertanian terpadu 
- Program pemberdayaan ekonomi UMKM 
(pengrajin tali strapping, peminjaman modal 
bergulir, pelatihan teknis mengelas, pelatihan 
pembuatan kue). 
2.  Kesehatan - Klinik terapung 
- Penyediaan air bersih untuk masyarakat  
3.  Pendidikan  - Penyelenggaraan uji kemampuan siswa (try-out) 
- Beasiswa untuk mahasiswa perguruan tinggi 
- Koperasi Rumah Pintar 
- Praktek kerja lapangan. 
4.  Social Religius - Membentuk Ikatan Mubaliqh Indah Kiat 
(IKAMI) 
5.  Bina Lingkungan - Pohon pelindung jalan 
- Taman bermain 
Sumber: kantor CD Pt. Ikpp Tbk Perawang, 2019 
Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa jenis dan 
bentuk program CSR Pt. Indah kiat Pulp & Paper Tbk Perawang yaitu antaranya 
jenis program ekonomi memiliki bentuk program Pelatihan sistem pertanian 
terpadu dan Program pemberdayaan ekonomi UMKM (pengrajin tali strapping, 
peminjaman modal bergulir, pelatihan teknis mengelas, pelatihan pembuatan 
kue), selanjutnya jenis program kesehatan memiliki bentuk program Klinik 
terapung dan Penyediaan air bersih untuk masyarakat. Selanjutnya jenis program 
pendidikan memiliki bentuk program Penyelenggaraan uji kemampuan siswa (try-
out), Beasiswa untuk mahasiswa perguruan tinggi, Rumah Pintar, dan Praktek 
kerja lapangan. Selanjutnya jenis program social religius memiliki bentuk 
program Membentuk Ikatan Mubaliqh Indah Kiat (IKAMI). Selanjutnya jenis 
program bina lingkungan memiliki bentuk program Pohon pelindung jalan, dan 







Berikut data masyarakat yang tergabung dalam program CSR Pt. Ikpp Tbk 
Perawang: 
Tabel 1.2 Data masyarakat yang tergabung dalam program CSR Pt.Ikpp 
Tbk Perawang 
No. Bentuk program Jumlah 
1. Pelatihan sistem pertanian terpadu 6 orang 
2. Program pemberdayaan ekonomi UMKM (pengrajin tali 
strapping, peminjaman modal bergulir, pelatihan teknis 
mengelas, pelatihan pembuatan kue) 
4 orang 
3. Klinik terapung 1 orang 
4. Beasiswa untuk mahasiswa perguruan tinggi 10 orang 
5. Koperasi Rumah Pintar 40 orang 
6. Praktek kerja lapangan 40 orang 
7. Membentuk Ikatan Mubaliqh Indah Kiat (IKAMI) 26 orang 
8. Taman bermain 2 orang 
 Jumlah 129 orang 
Sumber: data olahan penulis, 2019 
Dari daftar tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa ada 129 orang masyarakat 
yang terlibat dalam kegiatan/program CSR Pt. Ikpp Tbk Perawang. 
Namun  pada kenyatannya dilapangan, pelatihan-pelatihan atau bantuan-
bantuan CSR yang dilakukan oleh Pt. Ikpp masih belum semua terealisasikan ke 
masyarakat karena perusahaan hanya menjangkau daerah-daerah terpencil dan 
masih terdapat permasalahan-permasalahan dimana masyarakat tidak mengetahui 
adanya bantuan dari perusahaan tersebut serta masih kurangnya pengawasan dan 
pemeliharaan terhadap pengimplementasian tanggung jawab sosial perusahaan 
dari pemerintah daerah setempat. Dengan demikian fokus bukan hanya pada 
perusahaan, melainkan lebih pada perspektif komunitas atau masyarakat yang 








Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami 
permasalahan ini dengan melakukan penelitian dengan judul: ―Implementasi 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang dikemukakan diatas dapat dijabarkan rumusan 
masalahnya yaitu:  
1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT Indah 
Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang? 
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 
Perawang? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Sejalan dengan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi 
Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang. 
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam 
Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT Indah Kiat 







1.4 Manfaat Penelitian 
Sebagai bahan masukkan dan informasi perkembangan ilmu khususnya 
bagi pihak-pihak yang terkait dan Sebagai bahan pengetahuan dan dapat 
bermanfaat sebagai tambahan ilmu tentang disiplin yang baik sehingga dapat 
menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini, penulis susun kedalam enam bab dan 
masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Mendeskripsikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang apa 
yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya menyangkut 
penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, serat gambaran umum sistematika penulisan proposal 
penelitian. 
BAB II  :  LANDASAN TEORI 
  Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari 
dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan 
sebagai pedoman dalam menganalis masalah. 
BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 
  Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk penelitian, 
waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan 







BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Bab ini penulis mengemukakan tentang sejarah Kecamatan Tualang, 
sejarah PT. Indah Kiat Pulp and Paper tbk Perawang, visi dan misi, 
struktur organisasi dan uraian tugas perusahaan. 
BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 
mencakup Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT 
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang. 
BAB VI  :  PENUTUP 
  Bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 













Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap 
berbagai alternatif  yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. 
Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu 
yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Kebijaksanaan merupakan aturan 
yang sudah ditetapkan sesuai dan kondisi setempat oleh seorang pejabat yang 
berwenang  (Harbani Pasolong, 2010: 38). 
Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang di pilih untuk 
mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewit, kebijakan 
adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten 
dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Titmuss 
mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang 
diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Edi Suharto, 2012:7). Dengan demikian 
dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-
prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan 
konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu. Kebijakan itu pedoman untuk 
bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum 
atau khusus, luas atau sempit, publik atau privat. 
Dewasa ini, istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam 
konteks tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh para actor dan 









2014:9). David Easton mengatakan kebijakan adalah alokasi nilai yang otoritatif 
untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintah yang dapat berbuat secara 
otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah 
untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-
nilai tersebut. 
2.1.1 Tahap-Tahap Kebijakan 
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks  
karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus di kaji. Oleh karena 
itu, proses-proses penyusunan kebijakan publik di bagi kedalam beberapa tahap. 
Adapun tahap-tahap kebijakan yang dikemukakan oleh Wiliam Dunn adalah 
sebagai berikut: 
1. Tahap Penyusunan Agenda 
Para pejabat menempatkan masalah pada agenda publik. 
Sebelumnya masalah-masalah ini dikelompokkan agar dapat masuk 
kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masuk ke agenda para 
perumus kebijakan. Pada tahap ini tidak semua masalah akan di sentuh 
karena perumus kebijakan akan menfokuskan kepada permasalahan yang 
sangat penting. 
2. Tahap Formulasi Kebijakan 
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 
oleh para pembuat kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-







diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor 
akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 
3. Tahap Adopsi Kebijakan 
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 
tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus 
antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 
4. Tahap Implementasi Kebijakan 
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatanelite, 
jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan 
program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan 
masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan 
administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. 
5. Tahap Evaluasi Kebijakan 
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan di nilai atau di 
evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 
memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk 
meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang 
dihadapi masyarakat, oleh karena itu ditentukan kriteria-kriteria untuk 









2.2 Pengertian Implementasi 
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
berarti pelaksanaan atau penerapan. Adapun makna implementasi kebijakan 
menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya Implementation 
and Public Policy sebagaimana di kutip dalam buku Leo Agustino (2008:139), 
mengatakan bahwa: 
“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, 
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan 
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 
menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. 
Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 
dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan 
hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 
proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas 
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 
atau sasaran kebijakan itu sendiri.  
Lalu Nugroho mengartian implementasi sebagai upaya melaksanakan 
keputusan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Salusu yang mengartikan 
implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu 
sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen 
puncak sampai pada karyawan terbawah (Arifin Tahir, 2014:55). 
Maka implementasi diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, 
memenuhi, dan menghasilkan. Dalam berbagai praktek, terlihat bahwa suatu 







Sehubung dengan itu Anderson (dalam Arifin tahir, 2014:56-57) menyatakan 
bahwa mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus 
diperhatikan, yaitu: 
1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi 
2. Hakikat proses administrasi 
3. Kepatuhan atau suatu kebijakan, dan 
4. Efek atau dampak dari implementasi 
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari 
proses dan pencapaian tujuan dari hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya 
tujuan-tujuan yang ingin diraih (leo Agustino, 2008:139). 
Terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi 
suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi; dan (4) 
Struktur birokrasi.  
1. Komunikasi  
Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 
suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah 
komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan 
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi 
yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui 
apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka 
kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, 
sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi harus 







kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. 
Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para 
pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam 
melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat 
(George C. Edward III, 1990: 149-154). 
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur 
keberhasilan variabel komunikasi yaitu: a) Transmisi; penyaluran 
komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang 
baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah 
adanya salah pengertian (misscommunication). b) Kejelasan; komunikasi 
yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuarats) 
haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). c) 
Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu 
komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. 
Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat 
menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan (Husaini Usman, 
2006:3). 
2. Sumber daya  
Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 
suatu kebijakan adalah sumber daya. Menurut Goerge C. Edward III 
(dalam Agustino), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, 
yaitu: a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah 







satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, 
ataupun tidak kompeten di bidangnya. b) Informasi; informasi 
mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan 
dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa 
yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi 
mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan 
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui 
apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh 
terhadap hukum. c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus 
bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan 
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan 
kebijakan yang ditetapkan secara politik. d) Fasilitas; fasilitas fisik juga 
merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan berupa sarana 
dan prasarana. 
3. Disposisi  
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan berpengaruh 
terhadap proses implementasi kebijakan seperti sikap jujur, komitmen dan 
bertanggung jawab. Sikap seperti ini akan dapat mengarahkan 
implementor antusias dalam melakukan tugas dan wewenang dalam 









4. Struktur birokrasi  
Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur 
birokrasi. 
Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja 
struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan: a) 
Standar Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang 
memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang 
ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan, b) Fragmentasi; adalah upaya 
penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai 
diantara beberapa unit kerja. 
Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi 
kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 
implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup: 1) sejauh mana 
kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat 
yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah 
slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada 
menerima program kredit sepeda motor; 3) sejauhmana perubahan yang 
diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat.  
Variabel lingkungan kebijakan mencakup : 1) seberapa besar kekuasaan, 
kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam 







berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Merile S. 
Grindle, 2002:21). 
Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan– 
tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa 
untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau 
institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker 
untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia 
memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam 
berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan 
pemerintah. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya 
actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses 
implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel 
yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel 
pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. 
 
2.3 Peraturan Daerah 
Sebagaimana dalam penjelasan konstitusi atau UUD 1945 bahwa 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas 
kekuasaan belaka. Dalam studi kebijakan hukum atau perundang-undangan 
merupakan salah satu produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk 
memecahkan permasalahan didalam masyarakat. Di mana didalam perundang-
undangan itu memiliki tata urut yang menjadi suatu kemestian dalam 







Tata urut perundang-undangan dalam kaitan implementasi konstitusi 
negara Indonesia merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan yang 
bertujuan untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urut atau hierarki peraturan 
perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Ketetapan MPR 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 
4. Peraturan Presiden 
5. Peraturan Daerah Provinsi 
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Dari tata urut perundang-undangan tersebut Peraturan daerah (Perda) 
Kabupaten/Kota berada pada urutan terendah. Peraturan Daerah (Perda) 
Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dengan Persetujuan Bupati 
atau Walikota. 
Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bahwa 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan 
hidup di wilayah Provinsi Riau merupakan bagian integral Penyelenggaraan 







Adapun pada pasal 4 tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat 
bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum 
secara efektif dan efisien.  
Pada pasal 11 dikatakan bidang kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 




4. Olahraga dan Seni budaya 
5. Sosial dan Keagamaan 
6. Pelestarian Lingkungan Hidup 
7. Usaha Ekonomi Kerakyatan 
8. Pemberdayaan Masyarakat Adat 
9. serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak 
peningkatan kualitas masyarakat.  
 
2.4 Corporate Sosial Responsibility (CSR) 
2.4.1 Pengertian Corporate Sosial Responsibility (CSR) 
Corporate Sosial Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk 
berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 
memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan 
padakeseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan 







CSR merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh 
perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau 
lingkungan dimana perusahaan berada. Contoh tanggung jawab perusahaan 
kepada masyarakat yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberian 
beasiswa, perbaikan lingkungan, sumbangan untuk desa, dan lain-lain. 
Setiap perusahaan didunia akan melakukan berbagai macam kegiatan yang 
terencana untuk dapat meningkatkan eksistensi perusahaan dan menjadi 
perusahaan yang good business. Salah satu kegiatannya adalah Corporate Sosial 
Responsibility. kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bentuk 
dari tanggung jawab perusahaan terhadap daerah atau masyarakat yang ada 
disekitar perusahaan. 
Tanggung jawab sosial dan lingkungan/CSR bertujuan untuk mewujudkan 
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada 
umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan 
Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan 
budaya masyarakat setempat (UU Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung 
Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas). 
Dengan adanya CSR tersebut, setidaknya dapat membantu masyarakat 
maupun desa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tanggung jawab 
merupakan kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil 
tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban 







tanggung jawab pada pemerintah dalam bentuk membayar pajak secara jujur dan 
tepat waktu. 
2.4.2 Manfaat CSR 
Pada dasarnya dengan menerapkan CSR akan ada banyak manfaat yang 
didapatkan. Adapun manfaat-manfaat tersebut yakni (Hendrik Budi Untung, 
2009:6) : 
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan. 
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 
5. Membuka peluang usaha pasar yang lebih luas. 
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 
10. Peluang mendapatkan penghargaan. 
2.4.3 Pentingnya Corporate Sosial Responsibility (CSR) 
Ada beberapa hal yang mendorong perlunya ketertiban perusahaan dalam 
program CSR antara lain: 
1. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah.  Untuk 
menghadapi pesaing bisnis yang sangat ketat, maka perusahaan tidak 
hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus peka 







2. Terbatasnya sumber daya alam. Dengan adanya sumber daya alam yang 
terbatas, maka usaha perusahaan juga harus menggunakan SDA seefisien 
mungkin. 
3. Menciptakan lingkungan sosial yang baik, CSR yang di implementasikan 
perusahaan akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata 
dan memberikan lingkungan sosial yang seimbang. 
4. Mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan. Bisnis sangat 
mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat kehidupan 
moral dan budaya masyarakat. Maka kekuasaan besar ini harus diimbangi 
dengan program tanggung jawab sosial bisa dikendalikan. 
5. Keuntungan jangka panjang. Keterlibatan sosial merupakan nilai yang 
sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang. 
Karena perusahaan yang bersangkutan akan mendapatkan citra positif 
dimata masyarakat. Tidak bisa disangkal lagi, bahwa bisnis akan tetap 
bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan dipenuhi. 
2.4.4 Model-Model Pelaksanaan CSR 
Dalam melaksanakan CSR terdapat beberapa model yang dapat dilakukan 
oleh perusahaan diantaranya: 
1. Terlibat langsung. Dalam melaksanakan CSR, perusahaan melakukannya 
sendiri tanpa melalui perantara. Pada model ini, perusahaan memiliki satu 
bagian tersendiri atau bisa juga digabung dengan yang lain yang 








2. Melalui yayasan atau organisasi. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri 
di bawah perusahaan atau groupnya. Pada model ini biasanya perusahaan 
sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam 
kegiatan yayasan. 
3. Bermitra dengan pihak lain. Yakni menjalani kerjasama dengan pihak lain 
seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media, 
maupun organisasi lainnya. 
4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. Perusahaan turut 
mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang 
didirikan untuk tujuan sosial tertentu (Aulia Maulika, skripsi, 2016: 33)  
 
2.5 Perseroan Terbatas 
Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan 
perseroan terbatas adalah: 
“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam undang-undang ini” (Zaeni Asyhadie & Budi Sutrisno, 2012:69). 
 
Bila ketentuan diatas dikaji, dapat diuraikan bahwa perseroan terbatas 
harus memenuhi unsur-unsur berikut: 
1. Badan hukum, suatu badan atau perkumpulan yang memiliki hak-hak dan 
melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan 
sendiri dapat digugat dan menggugat didepan hakim. 
2. Didirikan berdasarkan perjanjian, perjanjian tersebut  harus meliputi 







yang berlaku), ketertiban umum, kesusilaan, kepatuhan dan ketentuan 
yang berlaku dalam masyarakat. 
3. Melakukan kegiatan usaha, bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau 
laba. 
4. Memenuhi persyaratan undang-undang, seperti perseroan terbatas harus 
memenuhi undang-undang yaitu UU No. 47 tahun 2012 dan peraturan 
pelaksanaannya. 
 
2.6 Pandangan Islam 
Perbuatan tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran Islam. Manusia 
memang memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi juga memiliki tanggung jawab 
terhadap lingkungan alam, sosial dan taat kepada Allah SWT. Jadi, manusia 
adalah makhluk yang memiliki sifat tanggung jawab karena ia memiliki 
kemampuan untuk memilih secara sadar dalam meraih yang dikehendakinya. 
CSR ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia dalam 
hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Menurut Muhammad 
Djakfar, implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa 
unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam 
perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu: 
1. Al-Adl 
Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang 
mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang 
teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian 







korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam 
beraktifitas didunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang 
diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. 
Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga 
bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam al-Quran Surat Huud 
ayat 85 telah menegaskan sebagai berikut: 
                      
                   
Artinya:  dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan 
timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan 
manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu 
membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. 
 
2. Al-Ihsan 
Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan yang 
baik bagi kemanusiaan agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi 
nilai tambah dan mengangkat derajat manusia bai individu maupun 
kelompok. Implementasi CSR dnegan semnagat ilham akan dimiliki ketika 
individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah 
dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Al-
Quran surat Al-Baqarah ayat 195 menerangkan: 
                                 
        
Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 
berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-







Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban 
tertentu untuk melakukan hal tersebut. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan 
dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi 
yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada 
stakholders. 
3. Manfaat 
Konsep ihsan yang telah dijelaskan diatas seharusnya memenuhi 
unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal 
perusahaan). Konsep manfaat dalam CSR, lebih dari aktifitas ekonomi. 
Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan 
tidak statis misalnya terkait berbagai aspek sosial seperti pendidikan, 
kesehatan, pemberdayaan kaum marginal dan pelestarian lingkungan. 
4. Amanah 
Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad 
yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan 
manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan 
(Lukman Fauroni dan Muhammad, 2002:99). Al-Quran surat An-Nisa ayat 
58 telah menjelaskan sebagai berikut: 
                             
                             
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 







2.7 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian yang akan diangkat 
oleh penulis dapat dipaparkan dibawah ini: 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Nama Peneliti Hasil Penelitian Perbedaan 
1. Aulia Maulika, 2016 
(Implementasi 
Peraturan Daerah 




Pada PT. Serikat 





Dari hasil penelitian ini, ada 
sembilan indikator yang 
menjadi alat ukur untuk 
melihat implementasi 
tersebut, maka berdasarkan 
hasil rekapitulasi secara 
keseluruhan, jawaban 
responden dari sembilan 
indikator tersebut dikatakan 
dalam kategori baik, hal ini 
sesuai dengan hasil 
rekapitulasi jawaban 
responden secara 
keseluruhan sebesar 65% 
yang berada pada interval 
61%-80%. 
Perbedaan dalam 
penelitian ini adalah 
dilihat dari 
pemakaian indikator 
yang menjadi alat 











Pada PT. HKL 
ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 40 
Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas). 
Dari hasil penelitian ini, 
disimpulkan bahwa 
tanggung jawab sosial 
perusahaan yang 
dilaksanakan oleh PT. HKL 
kepada masyarakat belum 
terlaksana sesuai dengan 
UU Nomor 40 tahun 2007 
karena bantuan-bantuan 
yang diberikan selama ini 
hanya sebagai syarat saja 
agar citra perusahaan 
tersebut tetap eksis 
dimasyarakat, dan bantuan 
yang diberikan juga tidak 
berdampak kepada 
perkembangan masyarakat 
disekitar perusahaan itu 
berdiri, baik dari segi 
pendidikan, kesehatan, 
sosial, dan pembangunan 
infrastruktur. 
Perbedaan dalam 































Dari hasil penelitian ini, 
menurut tanggapan 
masyarakat bahwa PT. 
Ricry hanya memberikan 
bantuan dalam bentuk 
bantuan dana dan tidak 
dalam pembangunan 




demikian maka TJSP yang 
disalurkan tidak sesuai 




penelitian ini adalah 
dilihat dari hasil 
kesimpulan penulis, 




bantuan TJSP dalam 
bentuk dana/uang, 




hanya dalam bentuk 




2.8 Definisi Konsep 
Definisi konsep merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan 
juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, persepsi serta 
pengertian dalam mengelola dan menganalisa data. 
1. Kebijakan, kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 
ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara 
bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian 
tujuan tertentu. 
2. Implementasi kebijakan adalah tindakan, pelaksanaan atau penerapan dari 
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Definisi 
lainnya mengenai implementasi adalah merealisasikan sebuah pernyataan 







3. Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang 
di bentuk bersama DPRD dengan kepala daerah baik di provinsi maupun 
kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan dengan memperhatikan ciri 
khas masing-masing daerah. Peraturan daerah yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 
4. Tanggung jawab sosial/CSR merupakan komitmen perusahaan untuk 
berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 
memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan 
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 
ekonomi, sosial dan lingkungan. 
5. Perseroan terbatas. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam undang-undang. 
 
2.9 Konsep Operasional 
Konsep operasional menurut Singarimbun (2006: 46), konsep operasional 
adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel 
sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai 








Tabel 2.2 Konsep Operasional 
Variabel Indikator Sub Indikator 
Implementasi 
Peraturan Daerah 




1. Pendidikan  1. Fasilitas penunjang 
2. Beasiswa 
2. Kesehatan  
 
 
1. Bantuan pelayanan kesehatan 
2. Fasilitas kesehatan 
3. Peningkatan sumberdaya 
kesehatan 








1. Menjaga lingkungan 




1. Bantuan dana/barang untuk 
pengembangan ekonomi 
2. Pembinaan usaha ekonomi 
kerakyatan 
Sumber: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan 
 
2.10 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada landasan teori diatas, 
selanjutnya penulis jabarkan dalam bentuk kerangka pemikiran. Adapun kerangka 
pemikiran adalah sebagai berikut: 





















Sumber : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung 











Implementasi Peraturan Daerah 
Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan pada PT Indah Kiat Pulp 
& Paper Tbk Perawang 
1. Pendidikan 
2. Kesehatan 
3. Sosial & keagamaan 
4. Pelestarian lingkungan hidup 














3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini yaitu berupa survey yang membutuhkan pendekatan 
penelitian berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian 
yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap 
objek penelitian pada suatu masa tertentu (Hidayat, 2010). 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper 
Perawang, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak , sedangkan waktu penelitian 
dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan selesai. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Adapun jenis data yang penulis teliti adalah data kualitatif, karena 
data yang peneliti buat adalah data yang berisi tentang penjelasan-
penjelasan mengenai CSR PT. Ikpp Perawang. 
2. Sumber data 
Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Data primer 
Data yang diperoleh dari responden melalui kegiatan 
penelitian lansung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data-data 









b. Data sekunder 
Yaitu data yang sudah diperoleh dengan cara mengumpulkan 
laporan, dokumentasi, informasi yang sudah dipublikasikan, peraturan 
perundang-undangan, dan studi perpustakaan. 
 
3.4 Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai 
CD  perusahaan yang berjumlah 6 orang dan masyarakat penerima bantuan 
tanggung jawab sosial perusahaan yang berjumlah 129 orang. 
2. Sampel  
Untuk mempermudah penelitian, maka penulis mengambil metode 
pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling yaitu metode penentuan sample yang sesuai dengan karakteristik 
yang ditentukan, yaitu 3 orang bidang humas Pt. Ikpp. Dalam penarikan 
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Berdasarkan rumus Slovin tersebut maka jumlah keseluruhan 
sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 59 responden. 
 
3.5 Metode Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian ini, metode pengumpulan data yang 
dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan beberapa 
pertanyaan secara langsung kepada responden yang dianggap menjadi 
bagian dari penelitian ini. 
2. Angket yaitu berupa bentuk pertanyaan tertulis beserta alternative 
jawabannya, responden memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3. Dokumentasi yaitu Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik 
pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-
arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang ada di lokasi 
penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk 
memperjelas dan mendukung proses penelitian. 
 
3.6 Metode Analisis 
Dalam menganalisa data yang penulis peroleh, metode analisa yang 
penulis gunakan adalah Teknik Analisa Kualitatif, yaitu menganalisa data dengan 







dokumentasi. Dan cara pendekatan yang penulis gunakan adalah Deskriptif, yaitu 
menggambarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan dilapangan. 
Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 
likert (Sugiono, 2011:107). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
Dengan skala likert, variable yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 
Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-
item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Skala likert adalah 
skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut: 
1. Sangat setuju/selalu/baik/sangat positif diberi skor          (5) 
2. Setuju/sering/baik/positif diberi skor            (4) 
3. Ragu-ragu/kadang-kadang/cukup baik/netral diberi skor         (3) 
4. Tidak setuju/hampir tidak pernah/tidak baik/negative diberi skor        (2) 
5. Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat tidak baik/negative          (1) 
Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 
informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 
jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan 















Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan implementasi peraturan daerah 
nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, keseluruhan 
indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik 
pengukuran sesuai dengan pendapat Ridwan (2011), sebagai berikut: 
Sangat baik  : 5 (81% -100%) 
Baik   : 4 (61% - 80%) 
Cukup Baik  : 3 (41% - 60%) 
Tidak Baik  : 2 (21% - 40%) 




















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Profil Kabupaten Siak  
Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia 
Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. 
Diawal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak 
terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. 
Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten 
Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 
1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi 
Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura. 
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Siak 
Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16’ 30‖ — 00 
20’ 49‖ Lintang Utara dan 100 54’ 21‖ 102° 10’ 59‖ Bujur Timur. Secara fisik 
geografls memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah 
negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pettumbuhan (growth 
triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak 
sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran 
tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dan tanah podsolik 
merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus 
dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk 









Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, 
dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Selain dikenal dengan Sungai 
Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak 
tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak 
sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai 
ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. 
Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai 
Siak, karena morfologinya relatif datar. Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri 
sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai 
Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buantan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. 
Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, 
Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, 
Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa. 
Berdasarkan perhitungan sikius hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-
rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir 
musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa 
bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan 
kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi 
ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Provinsi Riau. 
Pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.786 ribu jiwa. 
Dalam waktu 5 tahun kemudian penduduk Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa. 
Dari tahun 2010-2005 penduduk Kabupaten Siak menaik drastis sekitar 71.059 







Dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2000- 
2010 sekitar 4,29 persen/tahun. Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah 
Kecamatan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : Kecamatan Bunga Raya 
20.900 Jiwa, Kecamatan Dayun 26.600 Jiwa, Kecamatan Kandis 58.700 Jiwa, 
Kecamatan Kerinci Kanan 22.900 Jiwa, Kecamatan Koto Gasip 18.600 Jiwa, 
Kecamatan Siak 21.400 Jiwa, Kecamatan Sabak Auh 9.900 Jiwa, Kecamatan 
Tualang 104.000 Jiwa, Kecamatan Minas 25.800 Jiwa, Kecamatan Sungai Apit 
25.000 Jiwa, Kecamatan Pusako 5.100 Jiwa, Kecamatan Lubuk Dalam 17.000 
Jiwa, Kecamatan Sungai Mandau 7.200 Jiwa, Kecamatan Mempura 14.100 Jiwa. 
Batas Wilayah Administrasi sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 
Bengkalis disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, dibeleah 
Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru sedangkan 
disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
4.2 Profil Kota Perawang 
Perawang adalah ibukota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, 
Indonesia. Sebuah kota kecil bernama Tualang Perawang atau lebih di kenal 
"Perawang" dengan jumlah penduduk 102.306 jiwa merupakan kota industri di 
pinggir Sungai Siak. 
4.2.1 Letak Geografis Kota Perawang 
Kota Perawang terletak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'- 
101°52' Bujur Timur di pinggir Sungai Siak, ketinggian 0,5 – 5 dpl dengan suhu 
udara berkisar 22°C samapai 33°C. Wilayah Perawang seperti pada umumnya 







pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial 
serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk tanah rawa-rawa atau tanah 
basah. Bentuk Wilayahnya 75 % datar sampai berombak dan 25 % berombak 
sampai berbukit. Letaknya lebih kurang 1 jam menuju ibukota provinsi 
(pekanbaru) dan 1,5 jam menuju ibukota kabupaten (Siak Sri Indrapura). Wilayah 
lain yang berbatasan sebagai berikut : 
Sebelah Utara  :  Kecamatan Mandau, Minas  
Sebelah Selatan  :  Kecamatan Kerinci Kanan, Pekanbaru  
Sebelah Barat  :  Kecamatan Minas  
Sebelah Timur  :  Kecamatan Sei Mandau, Kecamatan Koto Gasib 
Perawang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri 
pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan 
tidak saja bagi Perawang sendiri tapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. 
Sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industri. 
4.2.2 Sejarah Kota Perawang 
Nama desa ini dipercaya berasal dari kata "perawan". Menurut cerita 
rakyat, dahulu desa ini hanya dihuni seorang gadis yang masih perawan, sehingga 
para pendatang yang tiba kemudian di desa ini menyebutnya Perawan, yang lama-
lama berubah menjadi Perawang. Tidak banyak sejarah pasti yang mengutarakan 
berdirinya kota ini, namun kalau bisa kita tinjau awal permulaan kota ini berasal 
dari sebuah dusun tepi Sungai Siak (desa perawang) dan semakin berkembang 







berkembang menajadi sebuah kota industri dengan fasilitas pendukungnya antara 
lain Gadjah Tunggal Square hingga Persada Indah Square. 
4.2.3 Ekonomi dan Masyarakat 
Dikota ini terdapat pabrik kertas PT. Indah Kiat yang merupakan anak 
grup Sinarmas. Indah Kiat merupakan pabrik kertas dan bubur kertas utama di 
Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat 
Perawang dan sekitarnya, baik langsung maupun tidak. Setelah masuk perusahaan 
besar seperti CALTEX, IKPP sangat membantu pertumbahan makro desa 
Perawang. Hingga saat ini pertumbuhan Perawang dapat dikatakan berkembang 
dengan baik ditandai dengan benyaknya pembangunan yang semakin merata. 
Masyarat Perawang sebagian besar adalah pendatang dari bermacam suku & 
agama. 
 
4.3 PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang 
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, memiliki tiga lokasi pabrik, yaitu di 
Tangerang, Serang, dan Perawang. Masing-masing pabrik dikepalai oleh Presiden 
Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris ditingkat 
pusat, sedangkan kekuasaan tertinggi berada ditangan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS). Dari segi struktur organisasi, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 
Perawang terdiri dari 21 divisi. Setiap divisi dikepalai oleh seorang direktur. 
Divisi membawahi Departemen dan Departemen dikepalai oleh Kepala 
Departemen. Setiap Departemen membawahi beberapa seksi dan setiap seksi 
dikepalai oleh Kepala Seksi. Setiap seksi membawahi beberapa unit kerja dan unit 







Secara lengkap divisi-divisi  yang  terdapat  di PT. Indah Kiat Pulp & 
Paper Tbk Perawang adalah sebagai berikut : 
1. Internal Control Division 
2. Finance & Accounting Division 
a. Treasury & General Acc Department  
b. Cost Accounting Department  
3. Tax Service Division 
a. Mill Tax Department 
b. Forestry Tax Department 
4.  PRW Information Technologi Division 
a. Application Recearch Department 
b. Hardware Maintenance Department 
5. Quality Assurance Division  
a. Laboratory Department 
b. Quality Control Department 
6. Administration Division 
a. Community Development Department 
b.  Public Relation Department 
c.  General Affairs Department 
d.  Industrial Safety Department 
e.  Security Risk Management Department 
7. Mill Human Resources Division  
a. Human Resourse Operation Department 
b. Industrial Relation Department 
c. People Development Department 
8. Warehouse & Supply Division 
a. General Material Department  
b. Raw Material Department 








10. Pulp Production Division  
a.  Pulp Making 1 Department  
b.  Pulp Making 2 Department 
c.  Pulp Machine Department 
d. Wood Preparation Department 
11. Power Division 
a. Recovery Boiler Department 
b. Power Boiler Department 
c. Power Generating Department 
12. Chemical Division 
a. Chemical Making Department 
b. Chlor Alkali Department 
c. Recausticizing Department 
13. Paper Production Division 
a. Paper Production 1 Department 
b. Paper Production 2 Department 
c. Paper Production 3 Department 
d. Paper Production 4 Department 
14. Finishing, Converting & Packaging Division 
a. Finishing Department 
b. Converting Department 
c. Paper Packaging Department 
d. Finishing Maintenance Department 
15. Paper Maintenance Division 
a. Paper Maintenance 1 Department 
b. Paper Maintenance 2 Department 
c. Paper Maintenance 4 Department 
d. Paper Project & Workshop Department 
16. Paper & Sales Marketing Division 
a. Marketing Intelligent Department 







c. Business Unit Department 
17. Water & Environmental Protection Division 
a. Environmental Protection Department  
b.  Water Supply Department 
18. Engineering Division  
a. Project Department  
b. Workshop Department 
c. Mechanical Corrective Department 
19. Electrical & Instrumentation Division 
a. Electrical & Instrument Fiber Line Department 
b. Supporting Electrical & Instrument Department 
20. Wood Supply Division  
a. Raw Wood Department 
b. Pallet Product Department 
c. Peat Department 
21. Business Management Center Division  
a. Business & Information Control Department  
b. Harbor Department 
c. Finished Good Department 
4.3.1 Sejarah Perusahaan 
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak 
di bidang industri pulp and paper yang berarti perusahaan ini bergerak di bidang 
pembuatan bubur kertas (pulp) dan pembuatan lembaran kertas (paper). PT. Indah 
Kiat Pulp & Paper Tbk didirikan oleh bapak Soetopo Djananto yang lahir pada 
tanggal 1 Juni 1934, yang mana pada mulanya beliau mempunyai sebuah  
perusahaan yang diberi nama Berkat Group. Pendirian PT. Indah Kiat Pulp & 
Paper dirintis sejak tahun 1975 oleh PT. Berkat Agung Indah dibawah pimpinan 







paper di Taiwan untuk menanamkan modal. PT. Berkat Agung Indah dibantu 
modal asing dari Taiwan yaitu Yuen Foong Yu Paper Manufacturing Corporation 
dan Chung Hwa Pulp and Paper Corporation. Saham yang dimiliki Soetopo 
Djananto (PT. Berkat Agung) 51%, sedangkan 49% saham lainnya dimiliki oleh 
kedua perusahaan dari Taiwan yang disalurkan melalui fasilitas PMA (Penanam 
Modal Asing). Untuk memperluas jangkauan usaha, maka beliau bekerja sama 
dengan negara Taiwan, kemudian atas kesepakatan bersama dilakukan survey 
pertama untuk studi kelayakan lokasi pendirian pabrik pada tahun 1975, antara 
lain : pabrik kertas di Serpong, Tangerang (Jawa Barat) dan pabrik pulp di Jawa 
Tengah, Jambi, Riau, serta tujuh daerah lainnya. 
Pada tanggal 11 September 1976, Presiden RI memberikan surat 
rekomendasi pendirian pabrik pulp & paper, selanjutnya didirikan suatu perseroan 
dengan status penanaman modal asing (PMA). Akhirnya pada tanggal 23 
September 1976, Menteri Perindustrian memberikan surat izin pendirian pabrik 
pulp & paper. Untuk melegalisasikan pendirian pabrik tersebut pada tanggal 17 
Desember 1976 diundang notaris Ridwan Susilo SH untuk pembuatan akta 
pendirian perusahaan dengan nama PT. Indah Kiat Pulp & Paper Co. 
Pada tahun 1977 perencanaan pabrik dan studi kelayakan dilanjutkan 
untuk menentukan proses, teknologi dan kapasitas produksi. Setelah itu dilakukan 
pembangunan pabrik kertas budaya (Wood Printing And Writting Paper) fase 1 
dengan memasang 2 unit mesin kertas yang masing-masing berkapasitas 50 
ton/hari. Mesin ini dibeli dari Chung Hwa Pulp (CHP) Corporation (Taiwan) yang 







Tangerang, Jawa Barat, di tepi sungai Cisadane. Kemudian dipilih tanggal 
kelahiran Bapak Soetopo Djananto sebagai awal produksi komersial dengan 
kapasitas 100 ton/hari, sekaligus merupakan hari ulang tahun pabrik yang ada di 
Tangerang. 
Pada tahun 1980 pembangunan pabrik kertas Tangerang fase II dilakukan 
dengan memasang mesin kertas unit ke-tiga yang berkapasitas 50 ton/hari. Setelah 
diadakan survey lokasi-lokasi mana saja yang dapat menyediakan bahan baku 
utama yang cukup untuk menunjang produksi pulp serta mempertimbangkan data 
studi kelayakan lokasi tahun 1975, khususnya tapak pabrik yang sesuai dengan 
sumber bahan baku, pengangkutan dan lain sebagainya, maka studi lanjutan 
dilakukan di Desa Tualang Perawang, Kecamatan Pinang Sebatang, Kabupaten 
Siak, Propinsi Riau (km 26 Jalan Raya Minas-Perawang). 
Dipilihnya Riau sebagai lokasi pabrik dengan pertimbangan sebagai 
berikut : bahan baku yang cukup, dekat dengan Sungai Siak, harga tanah masih 
relatif murah, pengembangannya sangat memungkinkan, dekat dengan pemasaran 
(Singapura dan Malaysia), sudah ada jalan minyak dari PT. Caltex Pasific 
Indonesia (CPI), dan dekat dengan kota Pekanbaru (Ibu Kota Provinsi Riau). 
Pada tahun 1982 dilakukan pengoperasian mesin kertas unit ketiga di 
Tangerang, sedangkan di Riau sendiri sedang dilakukan pembukaan lahan (Land 
Clearing) dengan membangun dermaga khusus yang dapat melayani berlabuhnya 
kapal berbobot maksimum 6000 ton pada lokasi berjarak 1,5 km dari areal pabrik. 
Sedangkan untuk mengontrol barang yang keluar masuk dari pelabuhan dilakukan 







Pada tahun 1983 setelah dermaga selesai, dibangun pondasi pabrik dan 
dipasang 2 unit mesin pulp. Namun sebelum mesin pulp beroperasi, Bapak 
Soetopo Djananto meninggal dunia akibat penyakit kanker dan pimpinan beralih 
pada putra beliau yang bernama Boediono Djananto. 
Pada tanggal 24 Mei 1984, pabrik pulp pertama di perawang diawali 
dengan produksi komersial berkapasitas 300 ton/hari sekaligus merupakan hari 
ulang tahun perusahaan Indah Kiat yang berada di Perawang. Jenis pulp yang 
dihasilkan adalah Loubholz Bleach Kraft Pulp (LBKP) yaitu pulp yang berasal 
dari pohon/kayu berserat pendek diproses secara kraft, dangan kapasitas tersebut 
kebutuhan pulp untuk pabrik kertas di Tangerang tidak perlu diimpor lagi 
melainkan dipenuhi oleh pasokan pulp dari Propinsi Riau. Sedangkan bahan 
bakunya disuplay dari konsesi hutan PT. Arara Abadi (AA) seluas 300.000 Ha 
dengan jenis kayu Mixed Tropical Hard (MTH) dan untuk Hutan Tanaman 
Industri (HTI) ditanam Accacia Mangium dan Eucalyptus Urophyla. 
Pada tahun 1985 harga pulp dan paper turun drastis sehingga perusahaan 
rugi besar, dan untuk menanggulanginya diundanglah PT. Satria Perkasa Agung 
milik Sinar Mas Group untuk bergabung dan akhirnya sebagai Presiden Direktur 
dipegang oleh Bapak Teguh Ganda Wijaya di bawah bendera Sinar Mas Group. 
Produksi pulp 250 ton/hari dicapai dan pencanangan pembangunan Hutan 
Tanaman Industri tahap kedua dilakukan. 
Pada April 1987, pabrik kertas di Tangerang menambah kapasitas menjadi 
300 Ton/hari dan dilakukan modifikasi fasilitas produksi. Pada tahun 1988, 







mesin kertas budaya (wood printing dan writting paper) dari Italia, kemudian 
pada tanggal 14 desember 1989 mulai berproduksi komersial dengan kapasitas 
500 ton/hari yang merupakan salah satu mesin kertas budaya terbesar di Asia. 
Pada Januari 1991 pabrik kertas II di Perawang berproduksi komersial dengan 
kapasitas 575 ton per hari yang merupakan satu-satunya produsen pulp dan kertas 
Indonesia yang masuk ke dalam jajaran 150 besar dunia. 
Pada tahun 1992, persiapan dan pembangunan fase III pabrik pulp dimulai 
dan uji coba dilakukan pada akhir tahun 1993, sehingga pada April 1994 pabrik 
Pulp-8 berproduksi komersial dengan kapasitas 1300 ton/hari. Kemudian pada 
bulan November 1994 pabrik Pulp-1 dan Pulp-2 digabungkan dan dimodifikasi 
menjadi kapasitas 1200 Ton/hari, sehingga total produksi menjadi 2500 ton/hari 
(Job Training Committee, HD 1996). 
Pada tahun 1995 pembangunan fase IV pabrik pulp dilakukan dan pada 
tanggal 16 November 1995 PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dipercaya 
memegang sertifikat ISO 9002 dari DNV (Dest Norske Veritas) Rotterdam, 
Nederlands tentang Sistim Manajemen Mutu yang  akan di audit setiap 6 bulan 
sekali sampai batas yang ditentukan (3 tahun) dan untuk tahun ketiga akan diaudit 
lagi secara keseluruhan untuk perpanjangan sertifikat tersebut. Tahun 1996 PT. 
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk menerima penghargaan dari Presiden RI berupa 
penghargaan Upakarti sebagai Pembina Anak Angkat Terbaik dan juga mendapat 
penghargaan peringkat Biru dari Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup. 
Kemudian pada Desember 1996 pabrik pulp 9 (fase IV) berproduksi komersial 







Pada bulan November 1997 PT. Indah Kiat Pulp & Peper Tbk dipercaya 
untuk memperoleh penghargaan Zero Acciddent (Nihil Kecelakaan Kerja) dari 
Department Tenaga Kerja Republik Indonesia serta mendapat sertifikat ISO 
14001 dari DNV, Roterdam tentang Sistim Manajemen Lingkungan Pada tanggal 
1 September 1998 PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dipercaya memperoleh 
sertifikat SMK3 tentang Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
dari PT. Sucopindo. Pada tuhun 1999 pabrik kertas fase III  beroperasi dengan 
kapasitas 1.300 ton/hari. Dengan demikian PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk saat 
ini telah memproduksi Pulp 4.100 ton/hari dan kertas 2.025 ton/hari. 
4.3.2 Visi dan Misi Perusahaan 
Visi Perusahaan 
Visi dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper adalah menjadikan 
perusahaan Pulp & Paper nomor satu dunia yang ramah lingkungan 
dengan efisiensi yang tinggi. Menjaga kelestarian alam, peduli ppada 
keselamatan bumi dan mewujudkan sosial ekonomi yang seimbang agar 
bermanfaat bagi umat manusia. 
Misi Perusahaan 
Misi dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper adalah menomorsatukan 
pelanggan/konsumen, meminimalkan anggaran untuk menghasilkan yang 
maksimal, memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan 
konsumen tentang kebutuhan yang mereka perlukan terutama soal 











Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 
maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 
saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi PT Indah Kiat Pulp 
& Paper Tbk Perawang agar lebih baik kedepannya. 
6.1 Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan 
Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan Di Pt. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang ada lima indikator yang 
menjadi tolak ukur untuk melihat implementasi tersebut, maka berdasarkan hasil 
rekapitulasi secara keseluruhan, jawaban responden dari Lima indikator tersebut 
sudah dikatakan dalam kategori Baik, hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi 
jawaban responden secara keseluruhan sebesar 64% yang berada pada interval 
61%-80%. 
Adapun kesimpulan dari setiap indikator mengenai Implementasi 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan Di Pt. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang adalah sebagai 
berikut: 
1. Pada bidang kerja pendidikan berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan 
responden menyatakan Setuju (38,38%) atau baik, dalam hal ini 
pelaksanaan bidang kerja pendidikan yang dibuat oleh perusahaan sudah 









sekolah yang membutuhkan dan beasiswa untuk mahasiswa perguruan 
tinggi. 
2. Pada bidang kerja kesehatan berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan 
responden berada pada kategori Ragu-Ragu (31,42%) atau kurang baik.m 
dalam hal ini pelaksanaan bidang kesehatan yang dibuat oleh perusahaan 
masih kurang dirasakan oleh semua masyarakat karena perusahaan hanya 
menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh puskesmas atau 
daerah yang membutuhkan saja. 
3. Pada bidang kerja sosial dan keagamaan berdasarkan hasil rekapitulasi 
tanggapan responden berada pada kategori Setuju (39,28%) atau baik, 
dalam hal ini pelaksanaan bidang kerja sosial dan keagamaan yang dibuat 
oleh perusahaan sudah hampir dirasakan oleh semua masyarakat. 
Masyarakan merasakan kenyamanan, keamanan dalam menjalankan 
aktivitas kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan perusahaan serta 
perusahaan juga telah menjaga dan memberikan hubungan yang harmonis 
kepada masyarakat setempat dan perusahaan juga memberikan bantuan-
bantuan pada acara keagamaan. Walaupun dalam melakukan 
pelayanan/fasilitas bidang sosial dan keagamaan belum berjalan dengan 
baik dan perlunya kebijakan dari pemerintah daerah untuk 
mensikronisasikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat setempat. 
4. Pada bidang kerja pelestarian lingkungan hidup berdasarkan hasil 
rekapitulasi tanggapan responden berada pada kategori Tidak Setuju 








pelestarian lingkungan hidup yang dibuat oleh perusahaan belum diketahui 
oleh semua masyarakat, masyarakat tidak merasakan adanya penghijauan 
disekitarnya dikarenakan penghijauan dilakukan tanpa adanya sosialisasi 
dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial 
perusahaannya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat dengan baik. 
5. Bidang kerja usaha ekonomi masyarakat berdasarkan hasil rekapitulasi 
tanggapan responden berada pada kategori Setuju (33,92%) atau baik. 
dalam hal ini pelaksanaan bidang kerja usaha ekonomi masyarakat yang 
dibuat oleh perusahaan sudah cukup diketahui oleh semua masyarakat 
karena adanya koperasi, dengan adanya koperasi masyarakat dapat 
menerima bantuan untuk memberdayakan perekonomiannya, dan 
masyarakat yang menerima bantuan seperti dibidang pertanian dan 
perkebunan mendapatkan pembinaan dari perusahaan sampai mereka 
mampu memberdayakan kehidupan yang lebih baik lagi, dengan hal ini 
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan telah terimplementasi 
dengan baik. 
Faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Peraturan 
Daerah provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan Pada Pt Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang, hal ini disebabkan 
oleh, Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan 
dengan perusahaan untuk mensinergikan program-program perusahaan kepada 
masyarakat, Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 
Tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan sehingga masih adanya pemerintah 








Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Masih belum adanya peraturan 
gubernur tentang tata cara pencairan dana dan Implementasi Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan, Masih belum adanya peraturan bupati aatu sejenisnya yang 
menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Noimor 6 Tahun 2012 Tentang 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Secara Action belum adanya sanksi yang 
jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan. 
 
6.2 Saran  
Adapun saran penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi 
Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Pt. 
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang adalah sebagai berikut: 
1. Kepada perusahaan dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebaiknya lebih berkomunikasi lagi dengan masyarakat jika 
ada program yang akan direalisasikan, dan implementasikan program-
program tersebut tidak hanya ke daerah-daerah yang terpencil saja agar 
tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat yang tidak mengetahui 
program tersebut. 
2. Kepada pemerintah daerah diharapkan agar lebih ketat lagi dalam proses 
pengawasan maupun pemeliharaan terhadap pengimplementasian 
tanggung jawab sosial perusahaan agar program CSR dapat berjalan sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
3. Program tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan berkelanjutan dan 
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1. Apakah Perusahaan telah berupaya memberikan fasilitas penunjang 
pendidikan seperti bantuan operasional sekolah di Desa Kec. Tualang Kab. 
Siak? 
2. Apakah Perusahaan selalu berupaya memberikan bantuan dana pendidikan 
seperti beasiswa, try out, dan praktek kerja lapangan pada tingkat pendidikan 
demi meningkatkan kecerdasan masyarakat di Kec. Tualang Kab. Siak? 
3. Apakah Perusahaan telah berupaya memberikan bantuan pelayanan kesehatan 
masyarakat guna meningkatkan kesehatan masyarakat seperti pelatihan klinik 
terapung? 
4. Apakah Perusahaan memberikan fasilitas penunjang kesehatan kepada 
masyarakat seperti penyediaan air bersih? 
5. Apakah Perusahaan melakukan peningkatan sumberdaya kesehatan pada 
masyarakat? 
6. Apakah Perusahaan selalu berupaya memberikan bantuan dana dalam 
melakukan pelayanan/fasilitas dalam bidang sosial dan keagamaan seperti 
rumah ibadah? 
7. Bagaimana Perusahaan memperhatikan kenyamanan, keamanan dalam 
menjalankan kehidupan bermasyarakat dan beragama? 
8. Bagaimana Perusahaan menjaga dan memberikan hubungan yang harmonis 
dengan masyarakat Kec. Tualang Kab. Siak? 
9. Apakah Perusahaan tidak hanya mengekploitasi sumber daya alam tetapi juga 
menjaga lingkungan sekitar Kec. Tualang Kab. Siak? 
10. Apakah Perusahaan melakukan penghijauan di lingkungan operasional 
perusahaan seperti  pohon pelindung jalan dan taman bermain demi 
melestarikan lingkungan? 
11. Apakah Perusahaan memberikan bantuan dana/barang untuk memberdayakan 
ekonomi masyarakat Kec. Tualang Kab. Siak? 
12. Apakah Perusahaan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk 
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Jenis kelamin  : 
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1. Kuisioner ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah, serta pengisian 
terhadap pertanyaan ini tidak akan memberi pengaruh kepada bapak/ibu. 
2. Mohon mengisi pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
3. Bubuhkan tanda check list (√) pada salah satu alternative jawaban yang 
dipilih. 
4. Terimakasih atas kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuisoner ini. 
5. Kuisoner diukur dengan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut: 
SS : Sangat Setuju RR : Ragu-ragu STS : Sangat Tidak Setuju 








NO PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 Perusahaan telah berupaya memberikan fasilitas 
penunjang pendidikan seperti bantuan 
operasional sekolah di Desa Kec. Tualang Kab. 
Siak 
     
2 Perusahaan selalu berupaya memberikan 
bantuan dana pendidikan seperti beasiswa, try 
out, dan praktek kerja lapangan pada tingkat 
pendidikan demi meningkatkan kecerdasan 
masyarakat di Kec. Tualang Kab. Siak 
     
 
2. KESEHATAN 
NO PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 Perusahaan telah berupaya memberikan bantuan 
pelayanan kesehatan masyarakat guna 
meningkatkan kesehatan masyarakat seperti 
pelatihan klinik terapung 
     
2 Perusahaan memberikan fasilitas penunjang 
kesehatan kepada masyarakat seperti 
penyediaan air bersih 
     
3 Perusahaan melakukan peningkatan 
sumberdaya kesehatan pada masyarakat 
     
 
3. SOSIAL DAN KEAGAMAAN 
NO PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 Perusahaan selalu berupaya memberikan 
bantuan dana dalam melakukan 
pelayanan/fasilitas dalam bidang sosial dan 
keagamaan seperti rumah ibadah  
     
2 Perusahaan memperhatikan kenyamanan, 
keamanan dalam menjalankan kehidupan 
bermasyarakat dan beragama 
     
3 Perusahaan menjaga dan memberikan hubungan 
yang harmonis dengan masyarakat Kec. 
Tualang Kab. Siak 





4. PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 
NO PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 Perusahaan tidak hanya mengekploitasi sumber 
daya alam tetapi juga menjaga lingkungan 
sekitar Kec. Tualang Kab. Siak 
     
2 Perusahaan melakukan penghijauan di 
lingkungan operasional perusahaan seperti  
pohon pelindung jalan dan taman bermain demi 
melestarikan lingkungan 
     
 
5. USAHA EKONOMI MASYARAKAT 
NO PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 Perusahaan memberikan bantuan dana/barang 
untuk memberdayakan ekonomi masyarakat 
Kec. Tualang Kab. Siak 
     
2 Perusahaan melakukan pembinaan kepada 
masyarakat untuk mengembangkan usaha 
ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi 
masyarakat setempat 




1. Bapak Murseno selaku pengurus inti koperasi rumah pintar abdul 
wahid/koordinator program CSR Pt IKPP Tbk Perawang 
 
2. Ibu Irmai Sastri selaku sekretaris humas Pt IKPP Tbk Perawang 
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